BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

Menimbang : a bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan dalam
rangka mempercepat peningkatan cakupan kepemilikan akta
kelahiran sebagai wujud perlindungan dan pengakuan Negara
terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas
peristiwa kependudukan peristiwa penting yang dialami oleh
penduduk serta perlindungan terhadap hak anak yang berada
di dalam dan/ atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan,;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5080);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5216);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3050);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh
Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5373);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010
tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen
Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan
Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta
Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas
Registrasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011
tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk
Sebagai Akibat Perubahan Alamat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 79) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015
tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta
kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 325);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
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(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 3);

25 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar 3) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui
batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut :

a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebesar
Rp.0,-(nol rupiah) ;
b. kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar

wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebesar Rp.
100.000,-(seratus ribu rupiah);

C. lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

d. lahir mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (2) sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

e. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;

f. perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

g. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

h. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) sebesar
Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

i. perceraian Penduduk Warga Negera Indonesia yang terjadi di luar

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;



5

pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

ayat (1) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;

kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sebesar Rp.0,-(nol
rupiah) ;

kematian Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sebesar Rp. 0,-(nol rupiah);
. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) sebesar

Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,-( dua ratus ribu rupiah);

pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sebesar Rp.
100.000,-(seratus ribu rupiah);

pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sebesar Rp.
100.000,-(seratus ribu rupiah);

perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sebesar Rp.
200.000,-( dua ratus ribu rupiah);

perubahan kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,-
(dua ratus ribu rupiah);

anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu
kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar
Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)
sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(1) sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
(1) sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 29 Nopember 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILLURAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 29 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR

NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : ( 174/2017)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

L. UMUM.

Bahwa kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu
urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Pada saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar telah menyelenggarakan
urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berpedoman pada
Peraturan daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bahwa penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun
2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 3 Tahun 2016 berpedoman pada Undang Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan
Pencatatan Sipil.

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan
Akta Kelahiran dan dalam rangka mempercepat peningkatan cakupan
kepemilikan akta kelahiran anak wusia O - 18 Tahun sebagai wujud
perlindungan dan pengakuan Negara terhadap penentuan status pribadi dan
status hukum atas peristiwa kependudukan peristiwa penting yang dialami
oleh penduduk , maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu
disempurnakan.

II. PASAL DEMI PASAL.
Pasal I
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10



